
 

 
   

 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR 21 TAHUN 2021 
 
 

TENTANG  
   
  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  BUPATI PADANG PARIAMAN  

NOMOR 6 TAHUN  2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengeloaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan Dampaknya, perlu menyediakan 
dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan belanja prioritas lainnya paling sedikit sebesar 

8% (delapan persen) dari Dana Alokasi Umum; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan  Bupati 

Padang Pariaman Nomor 6 Tahun  2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan 

Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3964); 

 

 

 

3. Undang ... 

SALINAN 



 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera 

Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4187); 

 

 

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Padang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3164); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6322); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 

13. Peraturan ... 



 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 
16 Tahun 2010 tentang Pokok–pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 

2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 

Anggaran 2021; 

  15. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. 

 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PADANG 
PARIAMAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

   

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 6) 
diubah sebagai berikut :   
 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut : 

 

No Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran 

1. Pendapatan Daerah    

 a. Pendapatan Asli Daerah   Rp. 131.417.232.000 131.417.232.000 

 b. Pendapatan Transfer           Rp. 1.219.119.500.812 1.198.198.198.335 

 
c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 
Rp. 

73.319.400.000 73.369.400.000 

 Jumlah Pendapatan             Rp. 1.423.856.132.812 1.402.984.830.335 

2. Belanja Daerah    

 a. Belanja Operasi   Rp. 1.108.995.151.958 1.164.155.755.013 

 b. Belanja Modal Rp. 189.560.566.550 189.649.943.869 

 c. Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000 2.500.000.000 

 
d. Belanja Transfer 

 

Rp. 181.769.560.800 181.769.560.800 

 Jumlah Belanja  Rp. 1.490.325.279.308 1.538.075.259.682 

 Surplus/(Defisit) Rp. (66.469.146.4960 (135.090.429.347) 

     
3. Pembiayaan Netto    

 a. Penerimaan Pembiayaan                             Rp. 86.469.146.496 86.469.146.496 

 b. Pengeluaran Pembiayaan                 Rp. 20.000.000.000 17.000.000.000 
 Pembiayaan Netto                Rp. 66.469.146.496 69.469.146.496 

     

Sisa Lebih Pembiayaan  tahun 
berkenaan (SILPA) 

Rp. 
0 (65.621.282.851) 

 

 

 

 

2. Ketentuan  ... 



 

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 
      

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Padang Pariaman. 

   

  Ditetapkan di Parit Malintang 

pada tanggal  30   April   2021 

      BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 
 

ttd 
 

 

SUHATRI BUR 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 21  

 

Diundangkan  di Parit Malintang 
pada tanggal 30   April  2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 
 

 
ttd 

 
JONPRIADI 


